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Oleh: 




Penelitian ini akan melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan aparatur pemerintahan di Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Sitaro. Dengan 
menggunakan metode kuantitatif, pengukuran indeks kepuasan akan dilihat dari pelayanan 
surat keterangan kependudukan yang dilakukan oleh aparatur kecamatan, yang diukur dengan 
indicator seperti prosedur pelayanan, kedisplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas 
pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, dan kenyamanan 
lingkungan. Dari hasil analisis perhitungan indeks kepuasan masyarakat masyarakat terhadap 
pelayanan surat keterangan kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan menunjukkan 
kepuasan masyarakat baik dengan nilai IKM diatas 3,25.  
 




This study will measure the index of community satisfaction with government apparatus 
services in Siau Timur Selatan District, Sitaro Regency. By using a quantitative method, the 
measurement of the satisfaction index will be seen from the population certificate service carried 
out by the sub-district apparatus, which is measured by indicators such as service procedures, 
service officer discipline, service officer responsibility, justice in getting service, certainty of service 
schedules, and environmental comfort. From the results of the analysis of the calculation of the 
index of community satisfaction with the population certificate service at the Head of the South 
East Siau District Office, it shows that community satisfaction is good with the IKM value above 
3.25. 
 




Kecamatan merupakan salah satu organisasi yang mengemban tugas umum 
pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Menyangkut tugas umum pemerintahan yang diemban tersebut, maka penilaian kinerja 
bagi aparatur organisasi memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya menigkatkan 
perbaikan-perbaikan dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
Penilaian kinerja terhadap aparatur yang bekerja dilingkungan kantor camat berguna untuk 
menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, motivasi, serta penyesuaian anggaran 
organisasi. 
Aparatur Sipil Negara merupakan unsur aparatur birokrasi abdi Negara, bangsa dan 
masyarakat. Sebagai aparatur birokrasi, pegawai negeri sipil adalah alat pemerintah untuk 
mencapai tujuan sebagai abdi negara, bangsa dan masyarakat dengan kata lain pegawai negeri 
sipil harus mengabdi pada negara, bangsa dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, pegawai 
aparatur sipil negara haruslah melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pemberian 
pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat, merupakan perwujudan dan 
fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat, disamping sebagai abdi Negara. Dalam 
konteks ini masyarakat berperan sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah 
berkewajiban untuk mengarahkan dan membimbing masyarakat, serta menciptakan suasana 
yang mendukung kegiatan-kegiatan dari masyarakat.  
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Pada kondisi ini aparatur negara dituntut untuk berperan, serta lebih mampu 
memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan lebih mampu merumuskan konsep atau 
menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat mendorong 
percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Dalam pelaksanaan pelayanan 
terhadap masyarakat, masih terdapat keluhan masyarakat, terkait kinerja Pegawai Negeri Sipil 
yamg masih lamban (tidak cekatan), kurang efisein dan efektif serta sering mempersulit urusan 
masyarakat. Menurut masyarakat dalam mengurus surat kependudukan dan IUMK yang 
harusnya dapat selesai satu hari dan paling lambat 3 hari, tetapi pada kenyataannya selesai lebih 
dari 3 hari (berhari-hari), bahkan berminggu-minggu untuk menyelesaikannya.  
Selain itu, masyarakat banyak mengeluh terkait kedisplinan pegawai dalam menaati jam 
kerja. Karena masyarakat yang berurusan dengan pelayanan masyarakat juga mempunyai 
pekerjaan lain, sehingga waktu untuk bertemu dengan pegawai yang membantu urusan mereka 
jadi sering tertunda. Saat pagi masyarakat datang ke kantor Camat pegawai belum ada yang 
hadir, dan saat menjelang sore mereka datang kembali, ternyata pegawai sudah pulang sehingga 
urusan masyarakat menjadi tertunda. Terkait hal tersebut maka dilakukan perencanaan dan 
target atas pelayanan prima kantor camat yang telah dilakukan dan yang ditargetkan selama 
beberapa tahun terakhir ini. 
Tujuan utama dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat. Kepuasan dapat 
terwujud apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan 
harus lebih baik dari standar pelayanan tersebut. Permasalahan yang masih kerap sekali 
dikeluhkan oleh sebagian masyarakat adalah waktu pelayanan. Waktu pemrosesan layanan 
kepada masyarakat sekitar dua minggu masih dianggap terlalu lama, walaupun lamanya layanan 
tersebut telah sesuai dengan ketentuan tentang standar waktu pelayanan publik yang 
ditetapkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kegiatan 
pelayanan yang diberikan Kantor Camat Siau Timur Selatan akan dinilai dari tingkat kepuasan 
masyarakat. Penilaian yang diberikan masyarakat menentukan ukuran kinerja pelayanan publik. 
Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui pelayanan publik adalah dengan mengukur 
tingkat kepuasan masyarakat.  
Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan suatu 
organisasi public adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketentuan 
mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertuang dalam Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 
2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi 
pemerintah. 
Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) harus selalu dilakukan secara berkala. 
Artinya pada setiap periode waktu tertentu haruslah dilakukan penelitian atau perhitungan dan 
analisis terhadap kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan. Akan tetapi, sampai 
saat ini pengukuran atau analisis indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan di Kantor Camat 
Camat Siau Timur Selatan belum dilakukan secara berkala. Dalam hal ini pengukuran indeks 
kepuasan masyarakat lebih dikhususkan dalam analisa kepuasan masyarakat terhadap 




A. Kepuasan Masyarakat 
Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah harus terus diukur dan 
dibandingkan secara berkesinambungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 
menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara (KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks 
kepuasan masyarakat. Unit pelayanan instansi pemerintah menyatakan bahwa indeks kepuasan 
masyarakat adalah: Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh 
dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan cara 
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 2004 tentang pedoman 
 
 
umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Unit pelayanan instansi pemerintah 
menyatakan, “Sasaran dari indeks kepuasan masyarakat adalah tingkat pencapaian kinerja unit 
pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”. 
KEPMENPAN Nomor 25 Tahun 2004 juga menyatakan tentang pedoman umum 
penyusunan indeks kepuasan masyarakat, Indeks kepuasan masyarakat juga ditujukan sebagai 
penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan 
secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu, sasaran lainnya dari indeks 
kepuasan masyarakat diantaranya adalah tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta 
masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan penjabaran 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi 
mengenai tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sebuah instansi 
pemerintahan. 
Secara utuh dan menyeluruh terkait kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau 
instansi pada akhirnya akan berujung kepada nilai yang diberikan oleh pelanggan mengenai 
kepuasan yang mereka terima dan rasakan. Indeks kepuasan masyarakat sebagai indikator 
kepuasan masyarakat disusun guna mengetahui seberapa besar kepuasan masyarakat atas 
pelayanan yang diberikan oleh instansi. Tujuan dari pembuatan indeks kepuasan masyarakat 
yang disusun dari unit pelayanan pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, bertujuan agar 
memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi instansi pemerintah itu sendiri. 
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 25 Tahun 
2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat, dengan tersedianya 
data indeks kepuasan masyarakat (IKM) secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai 
berikut: 
1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan 
pelayanan public  
2.  Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 
pelayanan publik secara periodic 
3.  Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan  
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan 
pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan daerah  
5.  Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah 
pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan 
6.  Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan 
Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat dan tujuan indeks 
kepuasan masyarakat secara sederhana dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui kinerja 
penyelenggaraan pelayanan di sebuah instansi pemerintah. Berdasarkan tingkat kinerja 
penyelenggaraan pelayanan tersebut dapat ditetapkan kebijakan yang tepat dalam pemberian 
pelayanan.  
Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri 
PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 28 Tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan 
publik, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid dan reliabel, sebagai 
unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, dapat 
disebutkan sebagai berikut: 
1.  Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan 
2.  Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan 
untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya  
3.  Kejelasan Petugas Pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 
memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya)  
4.  Kedisiplinan Petugas Pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan 
pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku  
5.  Tanggung jawab Petugas Pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab 
petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan  
6.  Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki 
petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat  
 
 
7.  Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu 
yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan  
8.  Keadilan Mendapatkan Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 
membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani  
9.  Kesopanan dan Keramahan Petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 
menghargai dan menghormati   
10.  Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya 
yang ditetapkan oleh unit pelayanan  
11.  Kepastian Biaya Pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan 
biaya yang telah ditetapkan 
12.  Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan  
13.  Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, 
rapi, dan Teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima 
pelayanan  
14.  Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat 
merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan 
dari pelaksanaan pelayanan 
 
B. Pelayanan Aparatur Pemerintah 
Pelayanan publik merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam 
menggenapi hak setiap warganya. Menurut Mindarti (2016:71), model pelayanan publik 
diperlukan untuk memudahkan tersampaikannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 
Sementara itu, istilah publik berasal dari bahasa Inggris “public” yang berarti umum, 
masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku 
menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Inu dkk (2003:58), mendefinisikan 
publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap 
atau tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Selain 
itu Sinambela (2016:69), mengartikan pelayanan publik sebagai setiap kegiatan yang dilakukan 
oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun 
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 
Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian pelayanan publik tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan setiap kegiatan pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah kepada masyarakat baik pelayanan barang public maupun jasa publik.  
Pada umumnya karakteristik suatu pelayanan di mana karakteristik pelayanan meiliki 
kekuatan untuk mempengaruhi setiap tingkat kepuasan dan penampilan kerja para karyawan. 
Hal ini dapat dilihat dari berbagai perumusan karakteristik yang telah dibuat oleh para ahli. 
Fandy (2014:97) mengidentifikasikan lima karakteristik yang dapat digunakan oleh para 
pelanggan guna mengevaluasi dan mengukur kualitas jasa, sebagi berikut : 
1.  Bukti langsung (tangible), tangible merupakan faktor yang mempengaruhi kepuasan 
setiap pelanggan dari segi visual (berhubungan langsung dengan lingkungan fisik). 
tangible yang baik akan mempengaruhi secara positif persepsi pelanggan. Pada saat 
yang bersamaan aspek tangible ini juga merupakan sumber yang mempengaruhi 
harapan pelanggan. Aspek tangible meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 
sarana komunikasi.  
2.  Kehandalan (reliability), reliability yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 
telah dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Reliability berarti pelayanan publik 
menepati apa yang dijanjikan, baik mengenai percepatan pelayanan, pemecahan 
masalah, dan harga. Reliabilitas meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja 
(performance) dan sifat dapat dipercaya (dependability). Pelayanan publik harus 
mampu menyampaikan jasanya  secara utuh dan benar sejak awal pelayanan terhadap 
 
 
public (Customer), memenuhi janjinya secara akurat dan andal, menyampaikan data 
secara tepat serta mengirimkan tagihan yang akurat. 
3.  Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staff secara sadar untuk 
membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Daya tanggap 
yang dimaksud seperti, ketepatan waktu pelayanan, kecepatan memanggil kembali 
pelanggan, serta mampu penyampaian layanan secara cepat. hal ini menitik beratkan 
kecekatan pelayanan (perhatian dan kecepatan waktu) dengan permintaan pelanggan, 
pelayanan, komplain dari setiap masalah yang terjadi.  
4.  Jaminan (assurance) yang dimaksud adalah, perilaku karyawan atau petugas pelayanan 
harus mampu menumbuhkan rasa percaya (trust) pelanggan terhadap pelayanan yang 
diberikan dan harus dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para 
pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan 
menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menanggapi setiap 
pertanyaan atau masalah masyarakat. Jaminan ini mencakup kemampuan, kesopanan, 
dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para penyedia pelayanan publik, bebas dari 
bahaya, resiko atau keragu-raguan.  
5.  Empati, empati berarti penyedia pelayanan publik memahami masalah setiap 
masyarakat dan bertindak demi kepentingan masyarakat, serta memberikan perhatian 
khusus secara personal kepada masyarakat dan memiliki jam operasi yang nyaman. 
Empati dalam pelayanan meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 
yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh 
Kantor Camat mungkin akan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan dari segi bukti 
langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati yang diberikan selama proses 
pelayanan.  
Pelayanan yang baik, harus mampu memberikan kepuasan bagi setiap masyarakatnya. 
Pelayanan yang diberikan secara optimal juga akan mampu meningkatkan image organisasi 
sehingga citra organisasi dimata masyarakat akan terus-menerus meningkat. Adanya citra 
organisasi yang baik, mengakibatkan pandangan masyarakat yang baik pula terhadap organisasi 
penyedia pelayanan. Menurut Kasmir (2014:42), faktor utama yang mempengaruhi pelayanan 
adalah sumber daya manusia. Artinya peranan manusia sebagai pelayanan public (karyawan) 
yang melayani masyarakat adalah faktor utama penentu baik buruknya suatu pelayanan. Karena 
hanya denga n manusialah masyarakat (pelanggan) dapat berkomunikasi secara langsung dan 
terbuka. 
Atep (2015:93) membagi kualitas pelayanan menjadi dua bagian yaitu kualitas 
pelayanan internal dan eksternal. Masing-masing kualitas pelayanan tersebut dipengaruhi oleh 
beberapa faktor penting, yaitu: 
1.  Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan secara internal (interaksi pegawai di 
dalam organisasi), yaitu pola manajemen umum organisasi, penyediaan fasilitas 
pendukung, pengembangan sumber daya manusia, iklim kerja dan keselarasan hubungan 
kerja, serta pola insentif. 
2.  Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal (pelanggan eksternal), yaitu pola 
layanan dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan distribusi jasa, pola layanan 
penjualan jasa, dan pola layanan dalam penyampaian jasa.  
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan banyak faktor yang mempengaruhi antara lain sumber daya manusia, kesadaran, 
aturan, organisasi, ketrampilan dan kemampuan, sarana pelayanan, serta pengalaman 
pelanggan. Selain itu faktor internal dan eksternal juga menjadi penting dan berpengaruh dalam 
mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi setiap pengguna. 
Tingkat kepuasan seorang pelanggan dapat ditinjau dari nilai produk atau jasa yang 
diberikan oleh instansi. Nilai tersebut dipengaruhi oleh berbagai factor kualitas pelayanan. 
Kebutuhan pelanggan terhadap pelayanan didasarkan atas berbagai karakteristik yang 
diharapan pelanggan. Pemenuhan harapan pelanggan adalah tugas instansi dalam memberikan 
pelayanan yang terbaik. Kualitas pelayanan memiliki beberapa dimensi atau unsur kualitas 
 
 
pelayanan. Unsur-unsur kualitas pelayanan merupakan hasil temuan penelitian dari teori 
kualitas pelayanan yang disampaikan oleh A. Pasuraman.  
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (KEMENPAN) Nomor 63 
Tahun 2003 Tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, menyebutkan bahwa 
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip yaitu: 
1.  Kesederhanaan (prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 
dilaksanakan), 
2.  Kejelasan (kejelasan mencakup dalam hal persyaratan teknis dan administrasi 
pelayanan, unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan 
pelayanan dan penyelesaian keluhan, rincian biaya pelayanan dan tata cara 
penyelenggaraan), 
3.  Kepastian waktu (pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 
telah ditentukan), 
4.  Akurasi (produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah),  
5.  Keamanan (proses dan produk pelayanan memberikan rasa aman dan kepastian 
hukum), 
6.  Tanggung jawab (pimpinan penyelenggara pelayanan bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan 
pelayanan), 
7.  Kelengkapan sarana prasarana (tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai 
termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika), 
8.  Kemudahan akses (tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai dan 
mudah dijangkau masyarakat), 
9.  Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan (pemberian pelayanan harus bersikap 
disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas), 
10.  Kenyamanan (lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, nyaman, bersih, rapi, 
lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung 
pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain). 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menilai atau mengukur 
kualitas jasa dapat menggunakan banyak dimensi pengukuran seperti kinerja, keseragaman 
produk, kesesuaian, kemampuan dalam melayani, kehandalan, daya tanggap, kenyamanan, 
keamanan dan kelengkapan saranan prasarana. Dimensi kualitas pelayanan dapat dijadikan 
acuan untuk melihat kualitas pelayanan yang diberikan kantor Camat dari beberapa aspek yang 
ada didalamnya. Salah satunya dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara 
layanan yang diharapkan dan layanan yang diterima serta bagaimana cara melakukan koreksi 
terhadap layanan tersebut. 
 
C. Pemerintah Kecamatan 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang 
selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 
secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya 
produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995: 4). Kecamatan 
merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat 
dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang 
hidup dan melayani kehidupan masyarakat. 
Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh 
Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: 
"Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah 
Kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat". Pada pasal selanjutnya dinyatakan bahwa: Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas 
Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan 
dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian 
kecamatan memiliki konteks 'kewilayahan'. 
 
 
Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota (Perangkat 
Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah), berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pememerintahan Daerah yang menyatakan 
bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: 
1. Sekretariat daerah; 
2. Sekretariat DPRD; 
3. Inspektorat; 
4. Dinas; 
5. Badan; dan 
6. Kecamatan. 
Jadi berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam sistem 
penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan 
berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara 
pemerintahan umum. Sebagai perangkat daerah, Camat melaksanakan sebagian kewenangan 
Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, Camat 
secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di Wilayah Kecamatan. 
Maksud adanya kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa/kelurahan [23]. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Daerah 
kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa/kelurahan". 
Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat/Distrik yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah (merujuk pada ketentuan Ayat (1) 
Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan 
pengertian ini, maka kedudukan Camat/Distrik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 




 Jenis Penelitian 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 
Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena peneliti menghasilkan data berupa gambaran 
dengan kalimat-kalimat mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Camat 
Siau Timur Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis indeks kepuasan masyarakat (IKM). 
Data yang telah terkumpul dalam bentuk angka-angka kemudian akan dihitung sesuai dengan 
ketentuan penghitungan IKM. Kesimpulan dari pengertian penelitian deskriptif menggunakan 
analisis IKM yaitu suatu penelitian yang menggunakan analisis IKM berupa angka yang 
selanjutnya ditafsirkan kedalam kalimat-kalimat. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi: Observasi, Dokumentasi, dan Pengisian Kuesioner atau angket.  
Populasi dalam penelitian ini seluruh masyarakat yang melakukan pengurusan surat 
kependudukan dan pengurusan IUMK di Kantor Camat Siau Timur Selatan. Besarnya populasi 
dalam penelitian mempertimbangkan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaan 
penelitian maka dalam penelitian ini dilakukan secara sampling. Sampel diambil melalui 
responden berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor : 
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi 
Pemerintah, dimana Sampel penelitian adalah jumlah unsur ditambah satu dikalikan sepuluh. 
Rumus penentuan sampel adalah sebagai berikut : 
Jumlah Responden  = (Jumlah unsur +1) X 10  
= (14+1) X 10 
= 15 X 10 = 150 
Jadi jumlah responden (sampel) dalam penelitian ini adalah sebanyak 150 responden 
dengan teknik Accidental Sampling (sampling kebetulan). Sedangkan Accidental Sampling pada 
 
 
penelitian ini adalah masyarakat yang pernah mengurus surat kependudukan dan mengurus 
IUMK di kantor Camat Siau Timur Selatan. Masing masing 150 kuisioner yang terdiri dari 150 
kuisioner tentang analisis indeks kepuasan masyarakat tentang surat kependudukan dan 150 
kuisioner analisis indeks kepuasan masyarakat tentang pengurusan IUMK dibagikan ke 
masyarakat yang pernah mengurus surat kependudukan dan mengurus IUMK di kantor Camat 
Siau Timur Selatan. 
 
 Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a. Wawancara langsung dengan menggunakan instrument, yaitu kuesioner terstruktur 
yang telah disiapkan sebelumnya dengan mendatangi langsung responden. Kuesioner 
disebar kepada masyarakat di kawasan Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
b. Dokumentasi yaitu dengan data dengan cara meneliti dokumen/catatan/arsip yang 
mendukung pengumpulan data. 
 
 Analisis Data 
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data agar penelitiannya lebih sistematis sehingga lebih mudah diolah. 
Instrumen penelitian digunakan oleh peneliti pada saat pengumpulan data sesuai dengan teknik 
pengumpulan data yang sudah ditentukan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Pedoman observasi 
Pedoman observasi berisi pedoman yang telah disiapkan sebelumnya untuk memperoleh 
data mengenai kondisi fisik kantor Camat dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik. 
Pedoman observasi digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengamatan agar sesuai 
dengan tujuan penelitian. Kisi-kisi pedoman observasi sebagai berikut: 
1.  Indikator Proses Pelayanan; proses observasi melalui alur proses pelayanan Kantor Camat 
Siau Timur Selatan. 
2. Indikator Kelengkapan sarana prasarana; proses observasi melalui daftar sarana 
prasarana Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
3. Indikator Keadaan fisik sarana prasarana; proses observasi melalui Kondisi  sarana 
prasarana serta lingkungan Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
2) Angket 
Angket atau kuesioner merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat indeks 
kepuasan masyarakat di Kantor Camat Siau Timur Selatan. Angket yang digunakan adalah 
jenis angket tertutup yang sudah disediakan alternative jawaban sehingga responden hanya 
memilik salah satu jawaban yang tersedia. 
 
 Uji Kualitas Data 
Untuk melakukan uji kualitas data dalam pengolahan data penelitian ini, maka peneliti 
akan melakukan uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang 
telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Teknik 
yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan atau pernyataan kuesioner adalah 
korelasi product moment dari Karl Pearson dengan ketentuan: 
jika r hitung > r tabel, maka skor butir pertanyaan atau pernyataan kuesioner valid 
tetapi sebaliknya jika r hitung < r tabel, maka skor butir pertanyaan atau pernyataan 
kuesioner tidak valid. 
 
 Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data IKM sesuai dengan KEMENPAN Nomor 
25 Tahun 2004 Tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit 
pelayanan instansi pemerintah. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan nilai 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dihitung dengan menggunakan nilai rata - rata 





Editing dilakukan setelah angket diisi oleh responden dan dikembalikan kepada penulis, 
segera penulis meneliti kelengkapan dalam pengisian angket. Apabila ada 50 kelengkapan atau 
jawaban angket yang tidak dijawab, penulis menghubungi responden yang bersangkutan untuk 
disempurnakan jawabannya agar angket tersebut sah. Penulis memilih atau menyortir data atau 




Tabulasi dilakukan setelah data terkumpul, data tersebut diberikan skor terhadap 
jawaban unsur indeks kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan tabel biasa atau main 
tabel, yaitu tabel yang disusun berdasarkan sifat responden tertentu dan tujuan tertentu. Tabel 
ini sifatnya kolektif dan memuat beberapa jenis informasi. 
Analisis IKM dan Interpretasi Berdasarkan KEPMENPAN nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, terdapat 14 unsur atau indikator 
yang dikaji dalam penghitungan IKM. Guna mempermudah interpretasi nilai IKM yang berkisar 
25 – 100, sesuai dengan ketentuan dalam KEPMENPAN nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman 
umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat, maka hasil penilaian tersebut diatas 
dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: 
 
Nilai Konversi IKM = Nilai IKM Unit Pelayanan x 25 
 
Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, jumlah nilai rata–
rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,071 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. 
Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah 
nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,071. 
Hasil dari nilai indeks komposit (gabungan) tersebut merupakan nilai IKM dari Kantor Camat 
Siau Timur Selatan 
 
3) Penarikan kesimpulan. 
Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah menarik kesimpulan dari hasil 
penelitian dan pembahasan. Data yang berupa angka dari hasil angket dijelaskan dalam bentuk 





A. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan 
 
 
Tabel 1:  
Indikator Prosedur Pelayanan (Kuesioner 1) 
 
Keterangan Frekuensi Persentase(%) 
Sangat tidak puas 3 2,0 
Tidak puas 24 16,0 
Kurang puas 54 36,0 
Puas 67 44,7 
Sangat puas 2 1,3 






Indikator Prosedur pelayanan (kuesioner 2) 
 
Keterangan Frekuensi Persentase(%) 
Sangat tidak puas 8 5,3 
Tidak puas 23 15,3 
Kurang puas 57 38,0 
Puas 58 38,7 
Sangat puas 4 2,7 




Nilai IKM Indikator Prosedur pelayanan 
Indikator Total Nilai NRR per Unsur NRR Tertimbang 
Kuisioner 1 491 3,27 
3,22 
Kuisioner 2 477 3,18  
 
Indikator prosedur pelayanan menyangkut mengenai kemudahan tahapan pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Dari data 
terlihat bahwa masyarakat kecamatan Siau Timur Selatan yang mengurus surat kependudukan 
menilai kurang mudah memenuhi dan mengikuti prosedur layanan di Kantor Camat Siau Timur 
Selatan. Hal ini dianggap kurang mudah bila dibandingan dengan indikator lain yang nilai IKM 
diatas 3,25. 
Dari data hasil penelitian masyarakat dominan mengatakan prosesur layanan kurang 
mudah untuk diikuti. Dalam hal ini perlu pertimbangan dan perubahan penyederhanaan 
prosedur layanan sehingga memudahkan masyarakat dalam poses pengurusan surat 
kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. Penyederhanaan proses bisa dilakukan 
dengan penyampaian syarat yang cepat dapat dipenuhi dan alur proses layanan yang mudah 
dipahami semua masyarakat. 
 
Tabel 4: 
Nilai IKM Indikator Persyaratan Pelayanan (kuesioner 3 dan 4) 
 
Indikator Total Nilai NRR per Unsur 
NRR 
Tertimbang 
Kuisioner 3 498 3,32 
3,31 
Kuisioner 4 496 3,30 
 
Indikator ini menyangkut persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk 
mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Dari hasil data dan perhitungan 
Indeks kepuasan masyarakat indikator persyaratan pelayanan tingkat kepuasan masyarakat 
berdasarkan perhitungan IKM yaitu 3,22. Nilai IKM ini menunjukkan masyarakat merasa puas 
dengan persyaratan pelayanan yang diberikan Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
Dari hasil penelitian menunjukkan masyarakat puas dengan pelayanan Kantor Camat 
Siau Timur Selatan dalam hal memberikan persyaratan teknis adminstrasi khususnya pelayanan 
surat kependudukan. Masyarakat menilai persyaratatan yang diminta untuk mengurus surat 
kependudukan mudah untuk dipenuhi. Dari data hasil kuesioner menggambarkan masyarakat 
mengharapkan supaya  pelayanan kependudukan dari indicator persyaratan pelayanan tetap 







Nilai IKM Indikator Kejelasan Petugas Pelayanan (kuesioner 5) 
 
Indikator Total Nilai NRR per Unsur NRR 
   Tertimbang 
Kuisioner 5 489 3,26 3,26 
 
Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan 
pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya). Dari perhitungan analisis 
IKM indikator kejelasan petugas pelayanan mempunyai nilai IKM yaitu 3,31.  
Dari data ini menggambarkan masyarakat Siau Timur Selatan yang mengurus surat 
kependudukan merasa puas terhadap kejelasan petugas memberikan pelayanan oleh Kecamatan 
Siau Timur Selatan. Kejelasan petugas layanan disini maksudnya yaitu bagaimana petugas 
pelayanan di Kantor Camat Siau Timur Selatan dalam memberikan pelayanan. Dari hasil 
perhitungan data indeks kepuasan masyarakat puas terhadap petugas yang memberikan 
penjelasan dalam layanan kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. Indikator 
kejelasan petugas layanan berkaitan erat indikator prosedur layanan, dimana masyarakat akan 
mudah memahami prosedur pelayanan dari kejelasan dan penjelasan petugas pelayanan 
kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. Masyarakat mengharapkan dalam proses 
layanan kependudukan petugas secara terperinci dan jelas menjelaskan bagian bagian petugas 
yang mengurus layanan sehingga masyarakat dengan mudah memahami penjelasan dari 
petugas layanan dalam mengurus surat kependudukan seseuai bagian dan sub
 bagian layanan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
 
Tabel 6: 
Nilai IKM Indikator Kedisplinan Petugas Pelayanan (kuesioner 6) 
 
Indikator Tota l Nilai NRR per Unsur NRR 
   Tertimbang 
Kuisioner 6 466 3,10 3,1 
 
Indikator kedisplinan petugas pelayanan menyangkut kesungguhan petugas dalam 
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang 
berlaku.  
Dari analis data mengenai pelayanan surat kependudukan ditinjau dari indikator 
kedisplinan petugas pelayanan masyarakat merasa kurang puas atas konsistensi waktu kerja 
pelayanan kantor Camat Siau Timur Selatan. Indikator kedisplinan petugas pelayanan di Kantor 
Camat Siau Timur Selatan menurut masyarakat kecamatan masih kurang puas bila dibanding 
indikator lainnya. Masyarakat kurang puas terhadap kesungguhan petugas dalam ketepatan 
waktu disaat proses layananan surat kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
Masyarakat menginginkan kedisplinan petugas dalam konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan 
yang berlaku. Konsistensi waktu disini maksudnya ketepatan waktu pelayanan petugas 
kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
 
Tabel 7: 
Nilai IKM Indikator Tanggung Jawab Petugas Pelayanan (Kuesioner 7) 
 
Indikator Total Nilai NRR per Unsur NRR 
   Tertimbang 
Kuesioner 7 472 3,14 3,14 
 
Tangung jawab petugas pelayanan berkaitan dengan kejelasan wewenang dan tanggung 
jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. Dari hasil perhitungan 
indeks kepuasan masyarakat indikator tanggung jawab petugas pelayanan memiliki nilai IKM 
sebesar 3,14. Nilai IKM ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Siau Timur Selatan 
 
 
ditinjau dari indeks kepuasan masyarakat merasa kurang puas terhadap Kecamatan Siau Timur 
Selatan ditinjau dari indikator IKM tanggung jawab petugas pelayanan.  
Dari hasil data yang diperoleh mengenai pelayanan surat kependudukan di Kantor 
Camat Siau Timur Selatan dari indikator tanggung jawab petugas pelayanan masyarakat menilai 
puas. Hal ini digambarkan dari jawaban 150 orang responden yang dipih secara acak yang 
menjawab dominan puas. Responden masyarakat mengutarakan agar tanggung jawab petugas 
pelayanan di perlu ditingkatkan lagi untuk menunjang pelayanan yang sangat baik bagi semua 
masyarakat kecamatan Siau Timur Selatan. Peningkatan diutamakan dari segi ketepatan waktu 





Nilai IKM Indikator Kemampuan Petugas Pelayanan (kuesioner 8) 
 
Indikator Total Nilai NRR per Unsur NRR 
   Tertimbang 
Kuisioner 8 499 3,32 3,32 
 
 
Kemampuan petugas pelayanan berkaitan dengan tingkat keahlian dan keterampilan 
yang dimiliki petugas dalam memberikan menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Dasi 
hasil analisis perhitungan IKM tingkat kepuasan masyararakat terhadap pelayanan 
kependudukan kantor Camat Siau Timur Selatan masyarakat merasa puas ditinjau dari indikator 
kemampuan petugas pelayanan. Masyarakat berharap agar pelayanaan di Kantor Camat Siau 
Timur Selatan tetap dipertahankan dan akan lebih baik untuk tahun depan nilai IKM dari 
indikator kemampuan petugas layanan terus meningkat. 
Kemampuan petugas layanan sangat berpengaruh kepada tingkat kepuasan masyarakat 
yang melakukan pengurusan layanan kependudukan. Masyarakat mengharapkan agar petugas 
bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan petugas harus memiliki keahlian teknis 
dalam percepatan proses pelayanan kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
Tanggung jawab ini berupa penerimaan masyarakat yang mengurus secara sepenuh hati dan 
pendampingan sampai proses pelayanan kependudukan selesai. 
 
Tabel 9: 
Nilai IKM Indikator Kemampuan Petugas Pelayanan (Kuesioner 9) 
 
Indikator Total Nilai NRR per Unsur NRR Tertimbang 
Kuisioner 9 498 3,32 3,32 
 
 
Kecepatan pelayanan merupakan target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 
waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.Masyarakat pengguna layanan 
surat kependudukan di kantor Camat Siau Timur Selatan masih menilai pelayanan sudah cukup 
cepat. Dari perhitungan indeks kepuasan masyarakat nilai IKM indikator kecepatan pelayanan 
dikantor Camat Siau Timur Selatan 3,32. Dari hasil data penelitian menunjukan bahwa 
masyarakat merasa puas atas kecepatan pelayanan saat mengurus surat kependudukan di 
Kantor Camat Siau Timur Selatan. Kecepatan pelayanan yaitu bagaimana kecepatan 
penyelesaian layanan yang selesai tepat waktu sesuai waktu ketetapan penyelesaian 
pengurusan surat kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan.  
Masyarakat menginginkan proses pelayanan yang cepat dan tepat. Penyelesaian layanan 







Nilai IKM Indikator Keadilan Mendapatkan Pelayanan (Kuesioner 10 & 11) 
 
Indikator  Tota l Nilai  NRR per Unsur NRR Tertimbang 








    
 
Keadilan mendapatkan pelayanan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dengan 
tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. Dari data hasil penelitian angka 
IKM ditinjau dari indikator keadilan mendapatkan pelayanan sebesar 3,17. Ini menunjukan 
bahwa responden dominan menjawab puas terhadap pelayanan kependudukan di kantor camat 
Siau Timur Selatan dilihat dari indikator keadilan mendapapatkan pelayanan. Diantara 
masyarakat juga melihat signifikan kurang puas terhadap keadilan mendapatkan pelayanan 
kependudukan. Masyarakat mengharapkan peningkatan pelayaanan yang berkaitan dengan 
keadilan mengikuti prosedur pelayanan. 
Dalam indikator keadilan mendapatkan pelayanan. Masyarakat kecamatan Siau Timur 
Selatan mengharapkan peningkatan peningkatan percepatan pelayanan dalam proses 
pelayanan. Keadilan pelayanan disini menyangkut keadaan saat mengantri mengurus surat 
kependudukan. Proses pelayanan administratif diharapkan masyarakat agar petugas pelayanan 
memberlakukan percepatan alur pelayanan. Masyarakat juga berharap agar petugas 
memberikan informasi yang jelas mengenai waktu pengambilan surat kependudukan. 
 
Tabel 11: 
Nilai IKM Indikator Kewajaran Biaya Pelayanan (Kuesioner 12) 
 
Indikator Total Nilai  NRR per Unsur NRR Tertimbang 
Kuisioner 12 497 3,31 3,31 
 
Dalam hal ini di dikaji tingkat kepuasan masyarakat kecamatan Siau Timur Selatan 
menilai pelayanan yang diberikan saat mengurus surat kependudukan ditinjau dari indikator 
kewajaran biaya pelayanan. Dari perhitungan IKM tingkat kepuasan masyarakat menilai 
indikator kewajaran biaya pelayanan sebesar 3,31. 
 
Hasil perhitungan IKM ini menunjukkan masyarakat dominan puas terhadap pelayanan 
kantor Camat Siau Timur Selatan ditinjau dari kewajaran biaya pelayanan. Dari data penelitian 
masyarakat mengharapkan petugas pelayanan di Kantor Camat Siau Timur Selatan untuk 
keterjangkauan biaya pelayanan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit 
pelayanan.  
Tabel 12: 
Nilai IKM Indikator Kepastian Biaya Pelayanan (Kuesioner 13, 14 & 15) 
 
Indikator Total Nilai NRR per Unsur NRR 
   Tertimbang 
Kuisioner 13 497 3,31  
Kuisioner 14 505 3,36 3,33 
Kuisioner 15 498 3,32  
 
Kepastian biaya pelayaan yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya 
yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan. Dari analisis data dilihat dari indikator kepastian 
biaya pelayanan masyarakat Siau Timur Selatan yang mengurus surat kependudukan dan IUMK 
merasa puas terhadap biaya yang ditetapkan dengan biaya yang dibayarkan. Dalam hal ini 
menyangkut puas terhadap kepastian biaya pelayanan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
Dari hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat indikator kepastian biaya pelayanan 
mempunyai nilai IKM sebesar 3,33. Dari hasil ini bila dibandingkan indikator lain, indikator 
 
 
kepastian biaya pelayanan lebih tinggi dibanding indikator lainnya. Masyarakat kecamatan Siau 
Timur Selatan. menginginkan kepastian biaya pelayanan. Dalam proses pelayanan 
kependudukan masyarakat berharap terdapat kepastian biaya sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Kepastian biaya pelayanan sangat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 




Nilai IKM Indikator Kepastian Jadwal Pelayanan (Kuesioner 16) 
 
Indikator Total Nilai NRR per Unsur NRR Tertimbang 
Kuesioner 16 461 3,07 3,07 
 
Kepastian jadwal pelayanan menyangkut kesesuaian antara jadwal yang ditetapkan 
dengan waktu yang sebenarnya. Dari hasil data penelitian dan perhitungan indeks kepuasan 
masyarakat menyatakan kurang puas dengan pelayanan Kantor Camat Siau Timur Selatan 
ditinjau dari indikator kepastian jadwal pelayanan. Dari perhitungan indeks kepuasan 
masyarakat nilai IKM indikator kepastian jadwal pelayanan sebesar 3,07. 
Hasil perhitungan IKM menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat ditinjau dari 
kepastian jadwal pelayanan masyarakat kurang puas. Kepuasan pelayanan ini menyangkut 
jangka waktu pelayanan surat keterangan kependudukan sesuai dengan target waktu pelayanan 
yang telah ditentukan. Masyarakat menginginkan jadwal penyelesaian surat kependudukan 
selesai tepat waktu dengan yang telah ditetapkan. 
 
Tabel 14: 
Nilai IKM Indikator Kenyamanan Lingkungan (Kuesioner 17, 18 & 19) 
 
Indikator Total Nilai  NRR per Unsur NRR Tertimbang 
Kuisioner 17 470  3,13 
3,23 Kuisioner 18 492 3,28 
Kuisioner 19 495 3,32 
 
Kenyamanan lingkungan menyangkut kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang 
bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. 
Dari hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat dari indikator kenyamanan lingkungan 
menyatakan bahwa masyarakat menilai puas dengan kenyamanan lingkunan di pelayanan 
kantor Camat Siau Timur Selatan. Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat dari indikator 
kenyamanan lingkungan sebesar 3,23. Ini menunjukkan masyarakat menilai puas dengan 
suasana kantor pelayanan Kantor Camat Siau Timur Selatan. Kenyamanan lingkungan disini 
menggambarkan bagaimana kepuasan masyarakat terhadap suasana kantor, suasana ruangan, 
kebersihan kantor, rapi dan keteraturan tata ruang Kantor Camat Siau Timur Selatan. Suasana 
kantor yang bersih dan teratur membuat petugas dan masyarakat yang mengurus surat 




Nilai IKM Indikator Keamanan Pelayanan (Kuesioner 20, 21 & 22) 
 
Indikator Total Nilai NRR per Unsur NRR 
   Tertimbang 
Kuisioner 17 510 3,4  
Kuisioner 18 515 3,43 3,35 




Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang 
untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan 
pelayanan. Kenyamanan pelayanan dihitung dari indeks kepuasan masyarakat menunjukkan 
tingkat kepuasan masyarakat puas dengan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,35. Dari 
hasil perhitungan IKM ini masyarakat menilai puas dan merasa aman dan nyaman selama 
melakukan proses pengurusan surat kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
Masyarakat merasa puas dengan keamanan selama mendapatkan pelayanan surat 
keterangan kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. Masyarakat juga mengharapkan 
Kantor Camat Siau Timur Selatan memberikan fasilitas pengaduan jika saya merasa tidak puas 
terhadap pelayanan yang diberikan. Masyarakat menyarankan agar ada petugas parkir dan 
CCTV tambahan untuk menjaga keamanan kendaraan di halaman parkir Kantor Camat Siau 
Timur Selatan. 
 
B. Hasil Penghitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Surat 
Kependudukan 
Hasil pengukuran IKM menunjukkan Nilai Indeks 3,23 dengan Nilai IKM setelah 
dikonversi menjadi 80,82 dengan Mutu Pelayanan B (kinerja pelayanan dinilai Baik). Secara  
umum,  hasil  penilaian  (persepsi)  masyarakat  pengguna  layanan Kantor Camat Siau Timur 
Selatan adalah Baik. Perbandingan NRR per unsur dan Nilai Rata-Rata dari 13 unsur ditampilkan 
dalam berikut: 
Tabel 16: 
Hasil Penghitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Surat 
Kependudukan 
 
No. Unsur Pelayanan Nilai IKM Mutu Pelayanan 
1. Prosedur pelayanan 3,22 B 
2. Persyaratan pelayanan 3,31 A 
3. Kejelasan petugas pelayanan 3,26 A 
4. Kedisiplinan petugas pelayanan 3,16 B 
5. Tanggung jawab petugas pelayanan 3,14 B 
6. Kemampuan petugas pelayanan 3,32 A 
7. Kecepatan pelayanan 3,32 A 
8. Keadilan mendapatkan pelayanan 3,17 B 
9. Kewajaran biaya pelayanan 3,31 A 
10. Kepastian biaya pelayanan 3,33 A 
11. Kepastian jadwal pelayanan 3,07 B 
12. Kenyamanan Lingkungan 3,23 B 
13. Keamanan pelayanan 3,35 A 
Rata Rata Nilai 3,23 B 




C. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Surat Kependudukan di Atas 3,25 
Sebanyak 7 indikator pelayanan indeks kepuasan masyarakat menunjukkan kepuasan 
masyarakat nilai IKM diatas 3,25. Diantara 7 indikator pelayanan yaitu: 
1. Persyaratan Pelayanan 
Indikator ini menyangkut persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk 
mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Dari hasil data dan perhitungan 
Indeks kepuasan masyarakat indikator persyaratan pelayanan tinggkat kepuasan 
masyarakat berdasarkan perhitungan IKM yaitu 3,31. Nilai IKM ini menunjukkan 
masyarakat merasa puas dengan persyaratan pelayanan yang diberikan Kantor Camat Siau 
Timur Selatan. Dari hasil penelitian menunjukkan masyarakat puas dengan pelayanan 
 
 
Kantor Camat Siau Timur Selatan dalam hal memberikan persyaratan teknis adminstrasi 
khususnya pelayanan surat kependudukan. 
Masyarakat menilai persyaratatan yang diminta untuk mengurus surat kependudukan 
mudah untuk dipenuhi. Dari data hasil kuesioner menggambarkan masyarakat 
mengharapkan supaya pelayanan kependudukan dari indicator persyaratan pelayanan tetap 
mengutamakan syarat yang mudah dipenuhi masyarakat. 
 
2. Kejelasan Petugas Layanan 
Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan 
pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya). Dari perhitungan 
analisis IKM indikator kejelasan petugas pelayanan mempunyai nilai IKM yaitu 3,26. Dari 
data ini menggambarkan masyarakat Siau Timur Selatan yang mengurus surat 
kependudukan merasa puas terhadap kejelasan petugas memberikan pelayanan oleh 
Kecamatan Siau Timur Selatan. 
Kejelasan petugas layanan disini maksudnya yaitu bagaimana petugas pelayanan di Kantor 
Camat Siau Timur Selatan dalam memberikan pelayanan. Dari hasil perhitungan data indeks 
kepuasan masyarakat puas terhadap petugas yang memberikan penjelasan dalam layanan 
kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. Indikator kejelasan petugas layanan 
berkaitan erat indikator prosedur layanan, dimana masyarakat akan mudah memahami 
prosedur pelayanan dari kejelasan dan penjelasan petugas pelayanan kependudukan di 
Kantor Camat Siau Timur Selatan. Masyarakat mengharapkan dalam proses layanan 
kependudukan petugas memberikan secara terperinci dan jelas menjelaskan bagian-bagian 
petugas yang mengurus layanan sehingga masyarakat dengan mudah memahami penjelasan 
dari petugas layanan dalam mengurus surat kependudukan sesuai bagian dan sub bagian 
layanan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
 
3. Kemampuan Petugas Pelayanan 
Kemampuan petugas pelayanan berkaitan dengan tingkat keahlian dan keterampilan yang 
dimiliki petugas dalam memberikan menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Dasi 
hasil analisis perhitungan IKM tingkat kepuasan masyararakat terhadap pelayanan 
kependudukan kantor Camat Siau Timur Selatan masyarakat merasa puas ditinjau dari 
indikator kemampuan petugas pelayanan. Hal ini di lihat dari hasil perhitungan nilai IKM 
indikator kemampuan petugas pelayanan sebesar 3,32. Masyarakat berharap agar 
pelayanaan di Kantor camat Siau Timur Selatan tetap dipertahankan dan akan lebih baik 
untuk tahun depan nilai IKM dari indikator kemampuan petugas layanan terus meningkat. 
Kemampuan petugas layanan sangat berpengaruh kepada tingkat kepuasan masyarakat 
yang melakukan pengurusan layanan kependudukan. Masayararakat mengharapkan agar 
petugas bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan petugas harus memiliki 
keahlian teknis dalam percepatan proses pelayanan kependudukan dan di Kantor Camat 
Siau Timur Selatan. Tanggung jawab ini berupa penerimaan masyarakat yang mengurus 
secara sepenuh hati dan pendampingan sampai proses pelayanan kependudukan selesai. 
 
4. Kecepatan Pelayanan 
Kecepatan pelayanan merupakan target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu 
yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Masyarakat pengguna layanan 
surat kependudukan di kantor Camat Siau Timur Selatan masih menilai pelayanan kurang 
cepat. Dari perhitungan indeks kepuasan masyarakat nilai IKM indikator kecepatan 
pelayanan dikantor Camat Siau Timur Selatan 3,32. 
Dari hasil data penelitian menunjukan bahwa masyarakat merasa puas atas kecepatan 
pelayanan saat mengurus surat kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
Kecepatan pelayanan yaitu bagaimana kecepatan penyelesaian layanan yang selesai tepat 
waktu sesuai waktu ketetapan penyelesaian pengurusan surat kependudukan di Kantor 
Camat Siau Timur Selatan. Masyarakat menginginkan proses pelayanan yang cepat dan 
tepat. Penyelesaian layanan kependudukan seperti surat kependudukan harus selesai sesuai 




5. Kewajaran Biaya Pelayanan 
Kewajaran biaya pelayanan yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang 
ditetapkan oleh unit pelayanan. Dal hal ini di dikaji tingkat kepuasan masyarakat kecamatan 
Siau Timur Selatan menilai pelayanan yang diberikan saat mengurus surat kependudukan 
ditinjau dari indikator kewajaran biaya pelayanan Dari perhitungan IKM tingkat kepuasan 
masyarakat menilai indikator kewajaran biaya pelayanan petugas sebesar 3,31 
Hasil perhitungan IKM ini menunjukkan masyarakat dominan puas terhadap pelayanan 
kantor Camat Siau Timur Selatan ditinjau dari kewajaran biaya pelayanan Dari data 
penelitian masyarakat mengharapkan petugas pelayanan di Kantor Camat Siau Timur 
Selatan melakukan administrasi pelayanan dengan standart biaya yang telah ditetapkan dan 
keterjangkauan biaya pelayanan. 
6. Kepastian Biaya Pelayanan 
Kepastian biaya pelayanan menyangkut kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan 
biaya yang telah ditetapkan. Dari hasil data penelitian dan perhitungan indeks kepuasan 
masyarakat menyatakan puas dengan pelayanan Kantor Camat Siau Timur Selatan ditinjau 
dari indikator kepastian jadwal pelayanan. Dari perhitungan indeks kepuasan masyarakat 
nilai IKM indikator kepastian jadwal pelayanan sebesar 3,33. 
Hasil perhitungan IKM menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat ditinjau dari kepastian 
jadwal pelayanan masyarakat puas. Kepuasan pelayanan ini menyangkut jangka waktu 
pelayanan surat keterangan kependudukan sesuai dengan target waktu pelayanan yang 
telah ditentukan. Masyarakat menginginkan jawal penyelesaian surat kependudukan selesai 
tepat waktu dengan yang telah ditetapkan. 
7. Keamanan Pelayanan 
Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara 
pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 
mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan 
pelayanan. 
Kenyamanan pelayanan dihitung dari indeks kepuasan masyarakat menunjukkan tingkat 
kepuasan masyarakat puas dengan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,35. Dari 
hasil perhitungan IKM ini masyarakat menilai puas dan merasa aman dan nyaman selama 
melakukan proses pengurusan surat kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
Masyarakat merasa puas dengan keamanan selama mendapatkan pelayanan surat 
keterangan kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan terjamin. Masyarakat juga 
mengharapkan Kantor Camat Siau Timur Selatan memberikan fasilitas pengaduan jika saya 
merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Masyarakat menyarankan agar  ada  
petugas  parkir  dan  titi  tambahan  CCTV  untuk  menjaga  keamanan kendaraan di halaman 
parkir Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
 
D. Unsur indeks  kepuasan masyarakat pelayanan kependudukan di bawah 3,25 
Lima unsur terendah yang harus menjadi perhatian untuk dibenahi dan ditingkatkan di 
Pelayanan Kantor Camat Siau Timur Selatan, yaitu: 
1. Prosedur Pelayanan 
Menyangkut mengenai kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 
dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Dari data terlihat bahwa masyarakat 
kecamatan Siau Timur Selatan yang mengurus surat kependudukan menilai kurang mudah 
memenuhi dan mengikuti prosedur layanan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. Hal ini 
dianggap kurang mudah bila dibandingan dengan indikator lain yang nilai IKM diatas 3,25. 
Dari data hasil penelitian masyarakat dominan mengatakan prosesur layanan kurang mudah 
untuk diikuti. Dalam hal ini perlu pertimbangan dan perubahan penyerderhaanan prosedur 
layanan sehingga memudahkan masyarakat dalam poses pengurusan surat kependudukan di 
Kantor Camat Siau Timur Selatan. Penyerderhaanan proses bisa dilakukan dengan 
penyampaian syarat yang cepat dapat dipenuhi dan alur proses layanan yang mudah 
dipahami semua masyarakat. 
2. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
 
 
Menyangkut kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap 
konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Dari analis data mengenai pelayanan 
surat kependudukan ditinjau dari indikator kedisiplinan petugas peyanan masyarakat 
merasa kurang puas atas konsistensi waktu kerja pelayanan kantor Camat Siau Timur 
Selatan. 
Indikator kedisplinan petugas pelayanan di Kantor Camat Siau Timur Selatan menurut 
masyarakat Kecamatan masih kurang puas bila dibanding indikator lainnya. Masyarakat 
kurang puas terhadap kesungguhan petugas dalam ketepatan waktu disaat proses layananan 
surat kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan. Masyarakat menginginkan 
kedisiplinan petugas dalam konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 
Konsistensi waktu disini maksudnya ketepatan waktu pelayanan petugas kependudukan di 
Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
3. Tangung Jawab Petugas Pelayanan 
Tangung jawab petugas pelayanan berkaitan dengan kejelasan wewenang dan tanggung 
jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. Dari hasil perhitungan 
indeks kepuasan masyarakat indikator tanggung jawab petugas pelayanan memiliki nilai 
IKM sebesar 3,14. Nilai IKM ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Siau Timur 
Selatan ditinjau dari indeks kepuasan masyarakat merasa kurang puas terhadap kecamatan 
Siau Timur Selatan ditinjau dari indikator IKM tanggung jawab petugas pelayanan. 
Dari hasil data yang diperoleh mengenai pelayanan surat kependudukan dan pengurusan 
IUMK di Kantor Camat Siau Timur Selatan dari indikator tanggung jawab petugas pelayanan 
masyarakat menilai puas. Hal ini digambarkan dari jawaban 150 orang responden yang 
dipih secara acak yang menjawab dominan kurang puas. Responden masyarakat 
mengutarakan agar tanggung jawab petugas pelayanan di ditingkatkan lagi untuk 
menunjang pelayanan yang sangat baik bagi semua masyarakat kecamatan Siau Timur 
Selatan. Peningkatan diutamakan dari segi ketepatan waktu buka dan jam pulang untuk 
pelayanan kependudukan di kantor Camat Siau Timur Selatan. 
4. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
Keadilan mendapatkan pelayanan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dengan tidak 
membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. Dari data hasil penelitian angka 
IKM ditinjau dari indikator keadilan mendapatkan pelayanan sebesar 3,17. Ini menunjukan 
bahwa responden dominan menjawab kurang puas terhadap pelayanan kependudukan di 
kantor camat Siau Timur Selatan dilihat dari indikator keadilan mendapatkan pelayanan. 
Masyarakat menilai dan merasa kurang adil terhadap pelayanan yang diberikan pegawai 
kantor Camat Siau Timur Selatan. 
Dalam indikator keadilan mendapatkan pelayanan. Masyarakat kecamatan Siau Timur 
Selatan mengharapkan peningkatan peningkatan percepatan pelayanan dalam proses 
pelayanan. Keadilan pelayanan disini menyangkut keadaan saat mengantri mengurus surat 
kependudukan. Proses pelayanan administratif diharapkan masyarakat agar petugas 
pelayanan memberlakukan percepatan alur pelayanan. Masyarakat juga berharap agar 
petugas memberikan informasi yang jelas mengenai waktu pengambilan surat kendudukan. 
5. Kepastian Jadwal Pelayanan 
Kepastian jadwal pelayanan menyangkut kesesuaian antara jadwal yang ditetapkan dengan 
waktu yang penyelesaian pelayanan. Dari hasil data penelitian dan perhitungan indeks 
kepuasan masyarakat menyatakan kurang puas dengan pelayanan Kantor Camat Siau Timur 
Selatan ditinjau dari indikator kepastian jadwal pelayanan. Dari perhitungan indeks 
kepuasan masyarakat nilai IKM indikator kepastian jadwal pelayanan sebesar 3,07. Hasil 
perhitungan IKM menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat ditinjau dari kepastian jadwal 
pelayanan masyarakat kurang puas. Kepuasan pelayanan ini menyangkut jangka waktu 
pelayanan surat keterangan kependudukan sesuai dengan target waktu pelayanan yang 
telah ditentukan. Masyarakat menginginkan jawal penyelesaian surat kependudukan selesai 
tepat waktu dengan yang telah ditetapkan. 
6. Kenyamanan Lingkungan 
Kenyamanan lingkungan menyangkut kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, 
rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Dari 
 
 
hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat dari indikator kenyamanan lingkungan 
menyatakan bahwa masyarakat menilai puas dengan kenyamanan lingkunan di pelayanan 
kantor Camat Siau Timur Selatan. Perhitungan nilai indeks kepuasan masyarakat dari 
indikator kenyamanan lingkungan sebesar 3,23. Ini menunjukkan masyarakat menilai 
kurang puas dengan suasana kantor pelayanan Kantor Camat Siau Timur Selatan. 
Kenyamanan lingkungan disini menggambarkan bagaimana kepuasan masyarakat terhadap 
suasana kantor, suasana ruangan, kebersihan kantor, rapi dan keteraturan tata ruang Kantor 
Camat Siau Timur Selatan. Suasana kantor yang bersih dan teratur membuat petugas dan 
masyarakat yang mengurus surat kependudukan merasa nyaman dan betah untuk 





1. Ditinjau dari pelayanan surat keterangan kependudukan terdapat enam unsur indikator 
terendah yang harus menjadi perhatian untuk dibenahi dan ditingkatkan di pelayanan Kantor 
Camat Siau Timur Selatan yaitu: 
1) Prosedur pelayanan 
2) Kedisplinan petugas pelayanan 
3) Tanggung jawab petugas pelayanan 
4) Keadilan mendapatkan pelayanan 
5) Kepastian jadwal pelayanan 
6) Kenyamanan lingkungan 
2. Dari hasil analisis perhitungan indeks kepuasan masyarakat masyarakat terhadap pelayanan 
surat keterangan kependudukan di Kantor Camat Siau Timur Selatan dapat dilihat sebanyak 
7 indikator pelayanan indeks kepuasan masyarakat menunjukkan kepuasan masyarakat baik 
dengan nilai IKM diatas 3,25. Diantara 7 indikator pelayanan yaitu: 
1) Persyaratan pelayanan 
2) Kejelasan petugas layanan 
3) Kemampuan petugas layanan 
4) Kecepatan pelayanan 
5) Kewajaran biaya pelayanan 
6) Kepastian biaya pelayanan 
7) Keamanan pelayanan 
3. Dari hasil analisis perhitungan indeks kepuasan masyarakat masyarakat terhadap pelayanan 
penerbitan IUMK di Kantor Camat Siau Timur Selatan dapat dilihat sebanyak 2 indikator 
pelayanan indeks kepuasan masyarakat menunjukkan kepuasan masyarakat baik dengan 
nilai IKM diatas 3,25. Diantara 2 indikator pelayanan yaitu: 
1) Kemampuan petugas layanan 
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